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ABSTRACT 
Environmental Impact Assessment Of Inconvensional Mining At Green Forest Area In 

Kabupaten Bangka Tengah 
 
 

Dheka Triandy 

Universitas Terbuka 

Dheka. Pustakawan@gmail.com 

 

Keys : impact, environment, Inconventional Mining,  

 

The aim of this research is to analyze environmental impact and economic social of 
grandulated tin mining activity external/internal factor that influence mining activity and 
preventive and represive surveillance effort in handling problem of illegally mining in 
Kabupaten Bangka Tengah. The methode of this research is qualitative approach which is use 
collecting data methode through quesioner and interview. The research result is to know 
positive and negative impact from illegal people mining in Kabupaten Bangka Tengah. 
Positive impact from economic site which is improving standard of living, negative impact 
are contamination of soil water because of mining waste water. 
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ABSTRAK 
Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Tambang Inkonvensional Pada Kawasan Hutan Hijau 

Di Kabupaten Bangka Tengah 
 
 

Dheka Triandy 

Universitas Terbuka 

Dheka. Pustakawan@gmail.com 

 

Kata Kunci : Dampak, Lingkungan, Tambang Inkonvensional 
 

 
     Tujuan penelitian ini untuk menganalis dampak lingkungan dan sosial ekonomi dari 
kegiatan penambangan timah, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
(eksternal/internal) kegiatan penambangan timah dan upaya-upaya pengawasan secara 
preventif dan represif dalam mengatasi permasalahan penambangan secara illegal di 
Kabupaten Bangka Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan 
pendekatan Kualitatif dengan mengkombinasikan pendekatan induktif. Data penelitian ini 
berasal dari hasil pengisian kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan 
dampak posistif berupa peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan, sedangkan 
dampak negatif berupa pencemaran air akibat genangan air limbah.  
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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teoritik 

1. Lingkungan Hidup 

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda 

dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan 

perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lainnya. Selanjutnya menurut (Emil Salim, 

1988:xxiii) dalam pengantar World Commission on Environment and 

Development (WCED) dikemukakan secara umum lingkungan hidup 

diartikan sebagai ”segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang 

terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang 

hidup termasuk kehidupan manusia”. Oleh karena itu kemampuan sumber 

daya alam dan lingkungan dalam menopang proses masa depan perlu 

dilestarikan 

Selanjutnya para ahli mengadakan pengelompokan lingkungan ini 

atas beberapa macam. Secara garis besar lingkungan hidup manusia itu 

dapat digolongkannya atas 3 golongan yaitu: 

a. Lingkungan Fisik (Physical Environment) 

Lingkungan fisik adalah segala sesuatu disekitar kita yang berbentuk 

benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan 

lain-lain.  
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b. Lingkungan Biologis (Biological Environment) 

Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada disekitar 

manusia yang berupa organisme, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad 

renik (plankton) dan lain-lain 

c. Unsur Fisik (Abiotik) 

Lingkungan sosial adalah manusia-manusia lain yang berada 

disekitarnya seperti tetangga, teman dan lain-lain. 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia 

dalam hidupnya mempunyai hubungan secara timbal balik dengan 

lingkungannya. Manusia dalam hidupnya baik secara pribadi maupun 

kelompok masyarakat selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana kita 

hidup. Dalam artian manusia dengan berbagai aktivitasnya akan 

mempengaruhi lingkungannya dan perubahan lingkungan akan 

mempengaruhi kehidupan manusia. 

 

2.  Kerusakan Lingkungan 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi perusakan 

lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung 

atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang 

mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang 

pembangunan berkelanjutan.  

Pembangunan sektoral selama ini terus memperbesar 

eksploitasi sumber daya alam, sementara itu kebutuhan untuk melakukan 
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konservasi dan perlindungan sumber daya alam tidak dapat dijalankan 

sebagaimana mestinya. Akibatnya adalah semakin banyaknya kerusakan 

lingkungan, banjir, longsor, pencemaran air sungai, dan lain-lain. Masih 

banyak manusia yang bersikap tidak tahu atau tidak mau peduli dan tidak 

butuh pandangan dan manfaat jangka panjang sumber daya alam, 

sekaligus tidak peduli dengan tragedi kerusakan lingkungan yang terjadi. 

Bagi mereka, kesejahteraan material sesaat menjadi kepedulian utama dan 

pada saat yang sama mengabaikan berbagai tragedi kerusakan lingkungan 

yang umumnya padahal justru mendatangkan kerugian bagi mereka juga 

dan bahkan bagi orang lain yang tidak tahu menahu (Kartodihardjo, dkk., 

2005). Anggapan bahwa lingkungan itu milik publik, menyebabkan orang 

pada umumnya tidak merasa bersalah mengeksploitasi sebesar-besarnya 

sumber daya alam dan membuang limbah ke media lingkungan (Hadi, 

2006).  

Kerusakan lingkungan berkaitan erat dengan daya dukung 

alam. Daya dukung alam dapat diartikan sebagai kemampuan alam untuk 

mendukung kehidupan manusia (Wardhana, 2004). Daya dukung alam 

perlu dijaga karena daya dukung alam dapat berkurang atau menyusut 

sejalan dengan berputarnya waktu dan pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta kemajuan industri. Kerusakan lingkungan 

akan menyebabkan daya dukung alam berkurang atau hilang. Mengingat 

bahwa daya dukung alam sangat menentukan bagi kelangsungan hidup 

manusia, maka kemampuan daya dukung alam harus dijaga agar tidak 

rusak dan berakibat buruk bagi manusia. Kerusakan lingkungan 
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dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kerusakan internal adalah 

kerusakan yang terjadi diakibatkan alam itu sendiri. Kerusakan karena 

faktor internal sulit dicegah karena merupakan proses alami yang terjadi 

pada bumi/alam. Menurut Wardhana (2004) kerusakan lingkungan karena 

faktor internal antara lain adalah : 

a.  Letusan gunung berapi yang merusak lingkungan alam sekitarnya; 

b. Gempa bumi yang menyebabkan dislokasi lapisan tanah; 

c.  Kebakaran hutan karena proses alami pada musim kemarau panjang, 

disebabkan oleh embun yang berfungsi sebagai lensa pengumpul api 

(pada titik fokusnya) pada saat terkena cahaya matahari, tepat pada 

saat embun belum menguap; 

d.  Banjir besar dan gelombang laut yang tinggi akibat badai. 

Kerusakan lingkungan karena faktor internal pada umumnya 

diterima sebagai musibah bencana alam. Kerusakan yang terjadi dalam 

waktu singkat namun akibatnya dapat berlangsung dalam waktu yang 

cukup lama. Menurut Wardhana (2004) kerusakan karena faktor eksternal 

adalah kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia dalam rangka 

meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidupnya. Pada umumnya 

disebabkan karena kegiatan industri, berupa limbah buangan industri. 

Kerusakan karena faktor eksternal antara lain disebabkan oleh : 

1.  Pencemaran udara yang berasal dari cerobong asap pabrik (kegiatan 

industri) dan juga gas buangan dari hasil pembakaran bahan bakar fosil 

(pada sistem transportasi); 

2.  Pencemaan air yang berasal dari limbah buangan industri; 

13/40942

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



3.  Pencemaran daratan (tanah) oleh kegiatan industri maupun 

penumpukan limbah padat/barang bekas; 

4.  Penambangan untuk mengambil kekayaan alam (mineral) dari perut 

bumi. 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi dampak 

lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang 

diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Menurut Hadi (2006), 

dampak lingkungan itu pada umumnya menimpa pada orang lain dan 

bukan pemrakarsa kegiatan yang menimbulkan dampak dimaksud. Banjir, 

tanah longsor, kebisingan, bau, debu, intrusi air laut, kemiskinan, 

hilangnya mata pencaharian merupakan dampak lingkungan yang 

dirasakan oleh mereka yang bukan memprakarsai kegiatan. 

 

3. Penambangan 

a. Kegiatan Pertambangan 

Lingkungan Hidup, definisi perusakan lingkungan hidup 

adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak 

langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan 

lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan 

berkelanjutan. Pembangunan sektoral selama ini terus memperbesar 

eksploitasi sumber daya alam, sementara itu kebutuhan untuk 

melakukan konservasi dan perlindungan sumber daya alam tidak dapat 

dijalankan sebagaimana mestinya. Akibatnya adalah semakin 
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banyaknya kerusakan lingkungan, banjir, longsor, pencemaran air 

sungai, dan lain-lain. 

Tanah merupakan salah satu faktor yang terpenting bagi 

kehidupan manusia. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa pada 

umumnya setelah manusia berhasil menguasai sebidang atau seluas 

tanah, mereka mengabaikan fungsi tanah, bahkan merusak dan 

selanjutnya menelantarkan tanah itu sendiri (Kartasapoetra,dkk, 2005). 

Usaha penambangan merupakan usaha melakukan kegiatan 

eksplorasi,eksploitasi, produksi, dan penjualan. Menurut Rahmi 

(1995), penggolongan bahan-bahan galian adalah sebagai berikut : 

1) Golongan a, merupakan bahan galian strategis, yaitu strategis 

untuk perekonomian Negara serta pertahanan dan keamanan 

Negara 

2) Golongan b, merupakan bahan galian vital, yaitu dapat menjamin 

hajat hidup orang banyak, Contohnya besi, tembaga, emas, perak 

dan lain-lain 

 3) Golongan c, bukan merupakan bahan galian strategis ataupun vital, 

karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat 

internasional.Contohnya marmer, batu kapur, tanah liat, pasir, yang 

sepanjang tidak mengandung unsur mineral. 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang 

Ketentuan ketentuan Pokok Pertambangan menyebutkan bahwa 

pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan 

galian dari semua golongan a, b dan c yang dilakukan oleh rakyat 
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setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat-alat 

sederhana untuk pencairan sendiri. (As’ad, 2005). Pertambangan 

rakyat dilakukan oleh rakyat, artinya dilakukan oleh masyarakat yang 

berdomisili di area pertambangan secara kecil-kecilan atau gotong 

royong dengan alat-alat sederhana. Tujuan mereka adalah untuk 

meningkatkan kehidupan sehari-hari. Dilaksanakan secara sederhana 

dan dengan alat sederhana, jadi tidak menggunakan teknologi canggih, 

sebagaimana halnya dengan perusahaan pertambangan yang 

mempunyai modal besar dan memakai teknologi canggih. Dari uraian 

di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur pertambangan rakyat, yaitu : 

1) Usaha pertambangan; 

2) Bahan galian meliputi bahan galian strategis, vital dan galian c; 

3) Dilakukan oleh rakyat; 

4) Domisili di area tambang rakyat; 

5) Untuk penghidupan sehari-hari; 

6) Diusahakan dengan cara sederhana. 

Kegiatan penambangan rakyat dapat mempengaruhi sifat 

fisika, kimia serta biologi tanah melalui pengupasan tanah lapisan atas, 

penambangan, pencucian serta pembuangan tailing. Penambangan 

rakyat yang tidak memperhatikan aspek lingkungan akan 

menyebabkan terancamnya daerah sekitarnya dengan bahaya erosi dan 

tanah longsor karena hilangnya vegetasi penutup tanah (As’ad, 2005 ). 

Lahan yang digunakan untuk pertambangan tidak 

seluruhnya digunakan untuk operasi pertambangan secara serentak, 
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tetapi secara bertahap. Sebagian besar tanah yang terletak dalam 

kawasan pertambangan menjadi lahan yang tidak produktif. Sebagian 

dari lahan yang telah dikerjakan oleh pertambangan tetapi belum 

direklamasi juga merupakan lahan tidak produktif. Lahan bekas 

kegiatan pertambangan menunggu pelaksanaan reklamasi pada tahap 

akhir penutupan tambang. Kalau lahan yang telah selesai digunakan 

secara bertahap direklamasi, maka lahan tersebut dapat menjadi lahan 

produktif   (Nurdin dkk, 2000). 

Pertambangan dapat menciptakan kerusakan lingkungan 

yang serius dalam suatu kawasan/wilayah. Potensi kerusakan 

tergantung pada berbagai faktor kegiatan pertambangan dan faktor 

keadaan lingkungan. Faktor kegiatan pertambangan antara lain pada 

teknik pertambangan, pengolahan dan lain sebagainya. Sedangkan 

faktor lingkungan antara lain faktor geografis dan morfologis, fauna 

dan flora, hidrologis dan lain-lain. 

Kegiatan pertambangan mengakibatkan berbagai perubahan 

lingkungan, antara lain perubahan bentang alam, perubahan habitat 

flora dan fauna, perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran air 

permukaan dan air tanah dan sebagainya. Perubahan-perubahan 

tersebut menimbulkan dampak dengan intensitas dan sifat yang 

bervariasi. Selain perubahan pada lingkungan fisik, pertambangan juga 

mengakibatkan perubahan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. 

Dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan tidak hanya 

bersumber dari pembuangan limbah, tetapi juga karena perubahan 
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terhadap komponen lingkungan yang berubah atau meniadakan fungsi-

fungsi lingkungan. Semakin besar skala kegiatan pertambangan, makin 

besar pula areal dampak yang ditimbulkan. Perubahan lingkungan 

akibat kegiatan pertambangan dapat bersifat permanen, atau tidak 

dapat dikembalikan kepada keadaan semula. Perubahan topografi 

tanah, termasuk karena mengubah aliran sungai, bentuk danau atau 

bukit selama masa pertambangan, sulit dikembalikan kepada 

keadaannya semula. Kegiatan pertambangan juga mengakibatkan 

perubahan pada kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. 

Perubahan tata guna tanah, perubahan kepemilikan tanah, masuknya 

pekerja, dan lain-lain. Pengelolaan dampak pertambangan terhadap 

lingkungan bukan untuk kepentingan lingkungan itu sendiri tetapi juga 

untuk kepentingan manusia (Nurdin, dkk, 2000). 

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dampak 

pertambangan terhadap lingkungan sangat penting. Keterlibatan 

masyarakat sebaiknya berawal sejak dilakukan perencanaan ruang dan 

proses penetapan wilayah untuk pertambangan. Masyarakat setempat 

dilibatkan dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan usaha 

pertambangan serta upaya penanggulangan dampak yang merugikan 

maupun upaya peningkatan dampak yang menguntungkan. Pemerintah 

Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan 

keterlibatan masyarakat. 

 

 

13/40942

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



b. Pertambangan Timah Inkonvensional 

Tambang Inkonvensional (TI) yang juga dalam masyarakat 

dikenal dengan sebutan tambang rakyat (TR) adalah suatu usaha 

pertambangan yang dilakukan masyarakat dalam wilayah yang telah 

ditetapkan dengan menggunakan alat-alat sederhana dan menggunakan 

sebanyak-banyaknya 2 (dua) unit mesin yang masing-masing 

berkekuatan 20 PK. Biasanya membutuhkan modal antara 10 juta 

sampai 15 juta rupiah. Secara legal formal, TI sebenarnya adalah 

kegiatan penambangan yang melanggar hukum karena memang 

umumnya tidak memiliki izin penambangan. Pertambangan tanpa izin 

(PETI) masih banyak dilakukan oleh masyarakat sebagai mata 

pencaharian utama di Kabupaten Bangka Tengah. Pengusahaan 

pertambangan tersebut berupa pertambangan mineral logam, mineral 

non logam dan batuan yang dilakukan di sebagian Kontrak Karya PT. 

Koba Tin, Izin Usaha Pertambangan PT. Timah (persero), Tbk serta 

didalam Izin Usaha Pertambangan perusahaan lainnya. 

Timah adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang 

memiliki simbol Sn (bahasa Latin: Stannium) dan nomor atom 50. Unsur 

ini merupakan logam miskin keperakan, dapat ditempa ("malleable"), 

tidak mudah teroksidasi dalam udara sehingga tahan karat, ditemukan 

dalam banyak aloy, dan digunakan untuk melapisi logam lainnya untuk 

mencegah karat . Timah juga merupakan bahan tambang utama yang 

berada di Bangka. Timah ini sudah dieksploitasi sejak ratusan tahun silam 

oleh bangsa kolonial Belanda. Dan sekarang ini dikelola oleh pemerintah 

Indonesia melalui dua anak perusahaan swasta yakni PT Timah tbk dan 
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PT Kobatin. Dalam pemanfaatannya, bijih timah telah banyak mengalami 

peningkatan, terutama dalam memenuhi kebutuhan pasar nasional 

maupun dunia. 

 

4. Dampak Penambangan Timah Bagi Masyarakat 

a.  Kronologis Penambangan Timah 

Bagi masyarakat Bangka, menambang timah merupakan mata 

pencaharian yang sudah dilakukan sejak 400 tahun silam. Sejak zaman 

Belanda, nenek moyang mereka bersama ribuan kuli kontrak dari 

China menggali tanah untuk mencari timah. Setelah merdeka, aktivitas 

pertambangan timah didominasi PT. Timah Tbk, Dahulu rakyat tidak 

di izinkan menambang di mana pun karena seluruh Bangka Belitung 

merupakan wilayah kekuasaan penambangan BUMN itu. Namun, 

sejak krisis ekonomi tahun 1997, Pemerintah Kabupaten Bangka  

Tengah mengizinkan warga menambang timah dan hasilnya di jual 

kepada PT. Timah.    

Pada awalnya TI dikelola oleh PT. Timah ketika 

perusahaan itu masih melakukan kegiatan penambangan darat di 

kepulauan Bangka Belitung. TI sebelumnya muncul karena PT.Timah 

melihat daerah-daerah yang tidak ekonomis untuk dilakukan kegiatan 

pendulangan oleh PT. Timah sendiri. Oleh karena itulah, kepada para 

pengelola TI diberikan peralatan pendulangan mekanis yang 

sederhana. Peralatan yang dibutuhkan memang tidak terlalu rumit, 

cukup dengan ekskavator, pompa penyemprot air dan menyiapkan 

tempat pendulangan dan kemudian dibersihkan dengan air. Lapisan 
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tanah yang benar-benar berupa tanah, dengan sendirinya akan hanyut 

terbawa air, dan tersisa biasanya adalah batu dan pasir timah. 

Seiring dengan berjalannya waktu, pertambangan rakyat 

berkembang menggunakan mesin penyedot tanah dan menjadi 

penambangan inkonvensional yang cepat menghasilkan pasir timah. 

Selain tambang, muncul juga industri peleburan timah atau smelter 

swasta. Smelter itu menawarkan harga yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan PT. Timah. Mereka berkembang pesat karena banyak 

mendapat pasokan dari masyarakat. Perkembangan di lapangan, 

smelter-smelter kecil bermunculan dan melakukan ekspor logam timah 

tanpa merk dagang (unbranded) dan tidak terkendali. 

Menurut Jukandi (2010), Kegiatan pertambangan 

inkonvensional timah di Pulau Bangka dalam setahun terakhir makin 

memprihatinkan. Seiring dengan itu pembangunan smelter (pabrik 

pengolahan menjadi timah balok) juga mengalami peningkatan sangat 

tajam. Meruyaknya smelter menjadi ancaman besar terjadinya 

pencemaran lingkungan. Hal ini dikarenakan smelter-smelter baru 

tersebut kurang mempertimbangkan sisi lingkungan. Kerusakan akibat 

kegiatan penambangan ilegal dengan mudah ditemukan, seperti beriku: 

1) Lubang tambang  
 

Sebagian besar pertambangan mineral di Indonesia 

dilakukan dengan cara terbuka. Ketika selesai beroperasi, 

perusahaan meninggalkan lubang-lubang raksasa di bekas areal 

pertambangannya. Lubang-lubang itu berpotensi menimbulkan 
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dampak lingkungan jangka panjang, terutama berkaitan dengan 

kualitas dan kuantitas air. Air lubang tambang mengandung 

berbagai logam berat yang dapat merembes ke sistem air tanah dan 

dapat mencemari air tanah sekitar. Potensi bahaya akibat rembesan 

ke dalam air tanah seringkali tidak terpantau akibat lemahnya 

sistem pemantauan perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut. 

Di pulau Bangka dan Belitung banyak di jumpai lubang-lubang 

bekas galian tambang timah (kolong) yang berisi air bersifat asam 

dan sangat berbahaya. 

b) Air Asam tambang  
 

Air asam tambang mengandung logam-logam berat 

berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dalam jangka panjang. 

Ketika air asam tambang sudah terbentuk maka akan sangat sulit 

untuk menghentikannya karena sifat alamiah dari reaksi yang terjadi 

pada batuan.  

c) Tailing  

Tailing dihasilkan dari operasi pertambangan dalam 

jumlah yang sangat besar. Sekitar 97 persen dari bijih yang diolah 

oleh pabrik pengolahan bijih akan berakhir sebagai tailing. Tailing 

mengandung logam-logam berat dalam kadar yang cukup 

mengkhawatirkan, seperti tembaga, timbal atau timah hitam, merkuri, 

seng, dan arsen. Ketika masuk kedalam tubuh makhluk hidup logam-

logam berat tersebut akan terakumulasi di dalam jaringan tubuh dan 

dapat menimbulkan efek yang membahayakan kesehatan.  
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5. Kebijakan Publik 

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan 

publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, 

yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati 

dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi 

sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi 

dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas 

menjatuhkan sanksi (Nugroho, 2004:7).  

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami 

sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu 

hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus 

memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut 

kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu 

tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta 

disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik 

tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, apakah menjadi 

Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan 

Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut 

berubah menjadi hukum yang harus ditaati. 

Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari 

pemerintah sebagai publik aktor, terkait dengan kebijakan publik maka 

diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu 

kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat.  
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Demikian pula berkaitan dengan kata kebijakan ada yang 

mengatakan (Ndraha 2003: 492-499) bahwa kata kebijakan berasal dari 

terjemahan kata policy, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam 

batas-batas kompetensi aktor dan lembaga yang bersangkutan dan secara 

formal mengikat. 

Kebijakan secara umum menurut (Said Zainal Abidin, 2004:31-

33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan: 

a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau 

petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat 

negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang 

bersangkutan.  

b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan 

kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang 

pelaksanaan suatu undang-undang. 

c. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah 

kebijakan pelaksanaan. 

Namun demikian berdasarkan perspektif sejarah, maka 

aktivitas kebijakan dalam tataran ilmiah yang disebut analisis kebijakan, 

memang berupaya mensinkronkan antara pengetahuan dan tindakan 

Dikatakan oleh William N. Dunn (William N. Dunn, 2003: 89): 

Analisis Kebijakan (Policy Analysis) dalam arti historis yang paling 
luas merupakan suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial 
dimulai pada satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar 
digali untuk dimungkinkan dilakukannya pengujian secara eksplisit 
dan reflektif kemungkinan menghubungkan pengetahuan dan tindakan.  
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Dalam Kybernology dan dalam konsep kebijakan pemerintahan 

kebijakan publik merupakan suatu sistem nilai yang lahir dari kearifan 

aktor atau lembaga yang bersangkutan dapat digambarkan sebagai berikut:  

 
 

 

 

tercemar 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1 
Sistem Nilai Kearifan 

 

Di sisi lain kebijakan publik sangat berkait dengan administasi 

negara ketika publik aktor mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan 

dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat 

melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dan negara. Untuk itu diperlukan suatu administrasi yang 

dikenal dengan “administrasi negara.” Kebutuhan masyarakat tidak 

seluruhnya dapat dipenuhi oleh individu atau kelompoknya melainkan 

diperlukan keterlibatan pihak lain yang dibentuk oleh masyarakat itu 

sendiri. Pihak lain inilah yang kemudian disebut dengan administrasi 

negara. Proses dilakukan organisasi atau perorangan yang bertindak dalam 

kedudukannya sebagai pejabat yang berkaitan dengan penerapan atau 
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pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif. Administrasi negara dalam mencapai tujuan 

dengan membuat program dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk 

mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan. 

Terkait dengan kebijakan publik, menurut Thomas R. Dye 

penulis buku “Understanding Public Policy, yang dikut ip oleh Riant 

Nugroho D (Riant, 2004:3) Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang 

dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang 

membuat sebuah kehidupan bersama tampil. Sedangkan menurut Said 

Zainal Abidin, alumni University of Pittsburgh, Pennsylvania, US, (Said 

Zainal Abidin, 2004: 23). kebijakan publik adalah biasanya tidak bersifat 

spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu 

kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan 

keputusan-keputusan khusus di bawahnya.  

Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk 

mengatur kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah 

disepakati. Hal ini seperti tergambar dalam gambar berikut:  

 

 

 

 

    
 Gambar 2.2 

Kebijakan Publik 
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Dari gambar di atas dapat simpulkan bahwa kebijakan publik 

sebagai manajemen pencapaian tujuan yang dapat diukur. Namun menurut 

Riant Nugroho D, bukan berarti kebijakan publik mudah dibuat, mudah 

dilaksanakan, dan mudah dikendalikan, karena kebijakan publik 

menyangkut politik (Nugroho, 2004:52). Kebijakan publik dalam praktik 

ketatanegaraan dan kepemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga 

prinsip yaitu: pertama, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan 

publik (Formulasi kebijakan); kedua, bagaimana kebijakan publik tersebut 

diimplementasikan dan ketiga, bagaimana kebijakan publik tersebut 

dievaluasi (Nugroho, 2004:100-105).  

 

B. Kerangka Berpikir 

Fenomena yang terjadi saat ini adalah maraknya pertambangan 

timah yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan lingkungan 

menyebabkan terjadinya dampak terhadap lingkungan fisik,  aktifitas sosial 

maupun ekonomi masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah, Baik itu 

kerusakan lingkungan di darat maupun di laut. Menilik fenomena yang terjadi 

dapat ditarik suatu pertanyaan studi berupa “sejauh mana dampak yang 

ditimbulkan tambang inkonvensional terhadap aktifitas sosial ekonomi 

masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Bangka Tengahi, faktor-faktor yang 

menghambat dan /atau mempengaruhi upaya pengawasan preventif dalam 

penanggulangan masalah pertambangan inkonvensional serta upaya yang akan 

dilakukan dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang dihadapi saat ini. 
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Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, pemecahan 

permasalahan pertama, dan kedua akan dijawab melalui uraian deskriptif 

kualitatif mengenai jumlah tambang inkonvensional yang ada saat ini, dampak 

lingkungan akibat dari keberadaan tambang inkonvensional serta upaya dalam 

pengatasan permasalahan yang dihadapi melalui wawancara dengan pihak-

pihak yang relevan, yaitu Distamben, Dishut, Satpol PP Kabupaten Bangka 

Tengah dan tokoh informal/masyarakat serta mengumpulkan sejumlah data 

primer berkenaan dengan hal tersebut. Adapun tahapan kerangka berpikir 

dalam penelitian ini disajikan dalam skema alur pikir (gambar 2.3) 

Lahan Tersedia Desakan Ekonomi Penurunan Pendapatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Skema alur pikir 
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Tersedianya lahan pertanian yang sempit sehingga menyebabkan 

pendapatan masyarakat dari sektor pertanian semakin rendah dan juga karena 

desakan ekonomi menyebabkan penduduk akan mencari mata pencaharian lain 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Herman,2005). Berbagai macam cara akan 

dilakukan penduduk agar kebutuhan pokoknya terpenuhi. Salah satu contohnya 

adalah dengan beralih mata pencaharian seperti dari petani ke industri ringan, 

jasa, bahkan yang sekarang sedang marak adalah ke pertambangan 

inkonvensional. 

Berdasarkan teori yang ada umumnya menyebutkan bahwa sebuah 

usaha pertambangan akan selalu menimbulkan dampak, baik itu dampak yang 

bersifat positif maupun negatif. Dampak positif dari pembukaan tambang adalah 

dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, sedangkan dampak negatif dari 

adanya pembukaan tambang adalah terjadinya degradasi lingkungan yang 

dikarenakan pembukaan tambang yang tanpa adanya reklamasi tambang tersebut. 

Pada daerah penelitian degradasi lingkungan berupa perubahan kondisi fisik 

lingkungan yang semula merupakan hutan mengalami perubahan menjadi 

kubangan – kubangan bekas penambangan. penduduk yang beralih fungsi 

terhadap mata pencaharian pada daerah penelitian biasanya adalah penduduk 

yang memiliki kemampuan ekonomi rendah, umur masih produktif, dan 

kebanyakan berasal dari luar daerah tersebut.  
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C. Definisi Operasional dan Fokus Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lain; 

b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah penelitian 

mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan 

yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau 

kegiatan; 

c. Izin Usaha Pertambangan (IUP) umum adalah izin yang diberikan 

kepada badan hukum Indonesia atau koperasi untuk melaksanakan 

usaha pertambangan; 

d. Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) adalah izin yang diberikan 

kepada perorangan dan/atau masyarakat setempat untuk melaksanakan 

usaha pertambangan rakyat. 

e. Perusakan Lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan 

langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya 

yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam 

menunjang pembangunan berkelanjutan; 

f. Smelter adalah pabrik peleburan dan pengolahan timah menjadi timah 

balok; 

13/40942

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



g. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk 

hidup,zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan /atau 

unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber 

daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup; 

h. Wilayah Usaha Pertambangan adalah wilayah yang ditetapkan dalam 

izin usaha pertambangan dan /atau Perjanjian Usaha Pertambangan 

untuk melakukan usaha pertambangan; 

i. Reklamasi adalah pemulihan dan rehabilitasi lahan bekas 

pertambangan dan wilayah proyek dalam mencapai peruntukkan lahan 

pasca tambang yang dinyatakan dalam izin usaha pertambangan dan 

/atau perjanjian usaha pertambangan pada saat dikeluarkan atau setelah 

modifikasi selanjutnya dan disetujui oleh pemberi izin usaha 

pertambangan dan /atau badan pelaksana untuk melaksanakan usaha 

pertambangan; 

j. Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang 

dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau 

perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak 

memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau 

bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok 

orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah diluar 

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dapat 

dikategorikan sebagai PETI; 
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k. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya 

atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman 

perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

l. Tambang Inkonvensional atau disingkat TI adalah sebutan untuk 

penambangan timah dengan memanfaatkan peralatan mekanis 

sederhana, yang biasanya bermodalkan antara 10 (sepuluh) juta sampai 

15 (lima belas) juta rupiah. 

m. Pengawasan adalah proses kegiatan yang membandingkan apa yang 

dijalankan dilakukan diselenggarakan itu dengan apa yang 

dikehendaki, direncanakan, diperintahkan  

 

2. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian sangat erat kaitannya dengan rumusan 

masalah dalam penelitian. Hal ini sesuai dengan sifat dari pendekatan 

kualitatif yang lentur dan mengikuti pola pemikiran yang bersifat induktif 

empiris, dimana segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari hasil 

akhir pengumpulan data yang mencerminkan arahan yang senyatanya 

(Moleong, 1990:72). Selanjutnya fokus penelitian akan memberikan 

arahan agar peneliti terhindar dari pengumpulan data yang tidak perlu dan 

dijadikan sarana untuk memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. 

Dengan memperhatikan pemikiran tersebut, maka penelitian ini 

akan difokuskan pada: 
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a.. Bagaimana dampak yang ditimbulkan tambang inkonvensional 

terhadap aktivitas sosial ekonomi dan lingkungan di Kabupaten 

Bangka Tengah; 

b. Faktor-faktor apakah yang menghambat dan mendukung kegiatan 

tambang inkonvensional di Kabupaten Bangka Tengah, meliput i: 

1) Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Preventif  

2) Faktor-faktor yang mendukung upaya penanggulangan masalah 

Pertambangan Tanpa Izin 

c.  Upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan 

lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan tambang inkonvensional di 

Kabupaten Bangka Tengah, meliput i: 

1) Upaya Secara Preventif;  

2) Upaya Secara Represif  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

       Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan 

pada pengungkapan makna dan proses dan merupakan studi kasus yang terjadi 

di Kabupaten Bangka Tengah. Dalam penelitian ini, tidak hanya untuk 

mengungkapkan peristiwa riil yang bisa di kuantitatifkan, tetapi hasilnya 

diharapkan dapat mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi dari objek yang 

diteliti. Namun demikian peneliti tetap berusaha mempertahankan keutuhan 

dari obyek yang diteliti. Dengan demikian melalui penelitian ini,  dapat 

dijelaskan secara terperinci jalan cerita kronologis, sehingga hasil akhirnya 

bisa memberikan rekomendasi kepada “policy maker” untuk merumuskan 

kembali sekaligus sebagai penyempurnaan suatu kebijakan yang akan diambil 

dan diimplementasikan.  

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi dan Sampel 

       Populasi dalam penelitian ini adalah Pelaku Tambang Inkonvensional 

dan masyarakat Desa Air Mesu Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten 

Bangka Tengah. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari pelaku 

tambang inkonvensional, para pengambil kebijakan dari dinas-dinas yang 

terkait dengan tambang inkonvensional dan masyarakat Desa Air Mesu 

Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah. 
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       Sampel diambil dengan menggunakan teknik Non Probability 

Samples (Non Random Sampling), (Notoatmodjo, 2002). Sampel yang 

digunakan berasal dari Accidental Sampling, yaitu responden yang 

kebetulan ada atau tersedia. 

Responden tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a.  Pelaku tambang yang tidak berpendidikan dengan kemampuan 

ekonomi yang lemah; 

b. Pelaku tambang yang berpendidikan dengan kemampuan ekonomi 

yang lemah; 

c. Pelaku tambang yang berpendidikan dengan kemampuan ekonomi 

memadai (lebih dari cukup). 

 

C. Instrumen Penelitian 

       Instrumen penelitian ini berupa kuesioner secara tertulis yang dibagikan 

kepada responden untuk diisi atau dijawab dan pedoman wawancara terhadap 

narasumber yang telah ditentukan. Kuesioner dibagikan kepada responden 

yang ada  kaitannya dengan penelitian ini seperti  Masyarakat Penambang dan 

Bukan Penambang, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka 

Tengah (Kepala Bidang Geologi dan SDM dan Kepala Bidang Pertambangan 

dan Energi), Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka Tengah (Polisi Kehutanan), 

dan Satpol Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah (Kasat Polisi Pamong 

Praja).  

       Kuesioner penelitian ini berisikan tentang hal-hal yang ada kaitannya 

dengan tujuan penelitian ini, seperti: dampak Tambang Inkonvensional 
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terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat, faktor-faktor yang 

menghambat dan mempengaruhi pengawasan preventif dan represif serta 

upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan 

secara preventif dan represif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam daftar 

dimensi, variabel dan indikator seperti yang terdapat dalam Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Daftar Dimensi, Variabel dan Indikator 

Dimensi Variabel Indikator 

Dampak Negatif 
 

Dampak Fisik 
Lingkungan 

- Kehilangan Top Soil 
- Perubahan Tata Guna Lahan 
- Tercemarnya Air Sungai  

Dampak bagi Masyarakat  
bukan Penambang 

- Mata Pencaharian 
- Keamanan 
- Status Lahan 

Dampak bagi Masyarakat  
Penambang 

-  Keamanan Dan Kenyamanan 
- Kesehatan 

Dampak Positif 

Dampak positif bagi 
Masyarakat  Penambang 

- Peningkatan Ekonomi 
- Berkurangnya Penggangguran 

 
Dampak positif bagi 
Masyarakat  bukan 
Penambang 

- Peningkatan Ekonomi 

Pengawasan 
Preventif 

Karakteristik 
Pelaku/Pemilik Tambang 

- Pendidikan 
- Pola pikir 

Peraturan Perundang-
Undangan/Perda/Surat 
Keputusan 

- Inpres Nomor 3 Tahun 2000 
- Perda Nomor 39 Tahun 2011 
- UU Nomor 32 Tahun 2009 
- SK Bupati Bangka Tengah 
Nomor 142 Tahun 2004 

Pengawasan 
Represif 

Pelaku/Pemilik Tambang - Kewajiban dan Hak 
- Sanksi 

Aparat Penegak Hukum - Pelatihan Tenaga Ahli 
- Evaluasi dan Pelaporan 

Rehabilitasi 
Lingkungan 

Lahan Bekas Tambang 
Inkonvensional 

- Reklamasi 
- Penanaman Pohon 

Lahan Di luar Tambang 
Inkonvensional 

- Konservasi Tanah 
- Penghijauan Pohon 
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D. Prosedur Pengumpulan Data 

       Sesuai dengan permasalahan dan fokus penelitian, maka sumber data 

dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Hasil Wawancara Mendalam 

       Wawancara tidak dilakukan dengan menggunakan struktur pertanyaan 

yang ketat, tetapi pertanyaan telah diformulasikan secara pasti, sehingga 

semua jawaban yang diberikan oleh responden diharapkan sesuai dengan 

kerangka kerja peneliti dan sesuai dengan definisi permasalahannya.  

       Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pertanyaan 

terbuka dan struktur yang longgar. Hal ini dilakukan untuk memperoleh 

informasi yang semakin lengkap dan mendalam. Melalui cara ini diharapkan 

peneliti dapat menggali dan menangkap kejujuran narasumber untuk 

memberikan informasi yang sebenarnya, terutama yang berkaitan dengan 

sikap, perasaan, pandangan, dan keikutsertaan peranan mereka dalam 

pengelolaan lingkungan. Wawancara dilakukan melalui beberapa tahapan 

yang tidak bersifat linear, bahkan ada yang dilakukan lebih dari satu kali 

sesuai dengan kelengkapan dan kedalaman data yang diperoleh. Beberapa 

tahapan dalam wawancara meliputi: siapa yang akan diwawancarai, persiapan 

wawancara, langkah awal, pengusahaan agar wawancara bersifat produktif, 

dan penghentian wawancara dalam mendapatkan simpulan.  

       Wawancara dilakukan dengan pejabat di lingkungan Kantor Dinas 

Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Tengah, Dinas Kehutanan 

Kabupaten Bangka Tengah, dan Satpol Pamong Praja Kabupaten Bangka 

Tengah. 
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       Dalam melakukan wawancara, alat dan bahan yang dibawa terdiri 

dari: pedoman wawancara, tape recorder, gambar, brosur, dan material lain 

yang dapat membantu pelaksanaan wawancara agar menjadi lancar.  

2. Observasi Langsung 

       Observasi dilaksanakan untuk menggali data dari sumber data yang 

berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta hal-hal yang 

berkaitan dengan aktivitas penambangan. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan observasi partisipasi pasif baik secara formal maupun informal 

dengan mengambil peran secara pasif. Observasi tersebut dilakukan 

karena peneliti tidak terlibat berperan sesungguhnya dalam kegiatan, 

melainkan hanya sebatas mengamati. Observasi ini dilakukan dalam 

rangka melengkapi data primer di lapangan dan data sekunder yang telah 

dikumpulkan sebelumnya.  

       Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

wawancara baik dengan para pejabat terkait yang di dalamnya termasuk 

pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Tengah, 

Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka Tengah, Satpol Pamong Praja 

Kabupaten Bangka Tengah dan masyarakat yang menjadi objek penelitian 

ini.  

       Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang ada kaitannya 

dengan masalah yang diteliti, baik dari hasil-hasil penelitian terdahulu, 

peraturan-peraturan, buku-buku literatur, majalah, koran dan lain-lain yang 

ada kaitannya dengan pencemaran dan  dampak lingkungan dari suatu 

kebijakan. Data sekunder dapat juga berupa surat-surat, keputusan-
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keputusan, arsip dan dokumen-dokumen dari instansi-instansi yang terkait 

yang ada relevansinya dengan topik penelitian yang berasal dari Dinas 

Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Tengah, Dinas Kehutanan 

Kabupaten Bangka Tengah, Satpol Pamong Praja Kabupaten Bangka 

Tengah. Observasi dalam pencarian data primer dan sekunder dengan 

dinas terkait dilakukan mulai  tanggal 2 Mei 2012 sampai degan 7 Juli 

2012 sesuai dengan surat izin penelitian Nomor: 070/1813/BPB-

KESBANGPOL/2012 dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten 

Bangka Tengah. 

 

E. Metode Analisis Data 

       Analisis data dilakukan untuk mengetahui dampak tambang 

inkonvensional terhadap kualitas lingkungan, faktor-faktor yang  

mempengaruhi upaya pengawasan preventif serta upaya untuk mengatasi 

permasalahan lingkungan di Kabupaten Bangka Tengah. Analisis data 

dilakukan sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung dengan 

menggunakan model interaksi yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman 

(1992:15-20). Ada tiga prosedur yang dilakukan, yaitu: reduksi data, 

penyajian data, dan menarik kesimpulan / verifikasi. 

1. Reduksi Data 

 Reduksi data dilakukan untuk pemilihan, pemusatan perhatian, 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh di lapangan. Data 

tersebut kemudian direduksi oleh peneliti dengan cara: pengkodean, 
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klasifikasi data, menelusuri tema-tema, membuat gugus, membuat partisi, 

menulis memo dan selanjutnya dilakukan pilihan terhadap data yang 

diperoleh di lapangan. Data yang diperoleh akan diidentifikasi mana yang 

relevan dan mana yang tidak relevan dengan permasalahan. Reduksi data 

ini berlanjut terus hingga laporan akhir selesai ditulis. 

2. Penyajian Data 

Data disajikan dalam berbagai jenis: matrik, grafik, jaringan (network), 

bagan (Chart), bentuk teks naratif atau kumpulan kalimat. Semua 

dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu 

bentuk yang dipadu dan mudah diraih. Dengan demikian, hal-hal yang 

diteliti yang sedang terjadi dapat dilihat, kemudian dapat ditarik 

kesimpulan yang tepat. 

3. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi 

Verifikasi dilakukan dengan cara meninjau ulang catatan-catatan lapangan 

untuk mendapatkan data yang teruji kebenarannya, kekokohannya dan 

kecocokannya (Validitasnya). Verifikasi dilakukan secara kontinyu 

sepanjang penelitian dengan cara menganalisis dan mencari makna dari 

informasi yang dikumpulkan, sehingga terbentuk proposisi tertentu yang 

bisa mendukung teori ataupun penyempurnaan teori. Prosedur analisis 

dilakukan dengan 3 (tiga) fase seperti yang digambarkan  Miles dan 

Huberman (1992:20) sebagai “model interaktif” seperti yang disajikan 

pada gambar berikut: 
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Gambar 3.1  Model Interaktif 

 
 
F. Uji Validitas dan Reabilitas 

       Uji validitas (kesahihan) pada penelitian kualitatif ini dilakukan dengan 

cara triangulasi yang dilakukan melalui pemeriksaan data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pendamping terhadap data tersebut. Triangulasi 

sumber dilakukan untuk membandingkan data dari subjek yang berbeda, 

sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan cara pengecekan derajat 

kepercayaan penemuan hasil penelitian melalui beberapa teknik pengumpulan 

data, yaitu: wawancara terstruktur, observasi, dan wawancara mendalam. 

Triangulasi sumber akan dilaksanakan melalui wawancara dengan tokoh 

formal/non formal yang relevan dengan permasalahan dampak lingkungan. 

       Uji reabilitas (keandalan) dilakukan dengan cara auditing data. Setiap data 

atau informasi yang diperoleh dianalisis secara terus-menerus untuk 

mengetahui maknanya dihubungkan dengan masalah penelitian. Hal ini 

dilakukan melalui penggunaan prosedur yang dapat dipercaya sehingga akan 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan 
(Verifikasi) 

Sajian Data 
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menghasilkan data yang menyeluruh dan objektif. Uji reabilitas dilakukan 

dengan cara : 1) menanyakan pertanyaan yang sama pada beberapa informan 

dan 2) menanyakan hal yang sama pada orang yang sama pada waktu yang 

berbeda. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Dampak posistif yang ditimbulkan tambang inkonvensional yakni 

peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan, sedangkan 

dampak negatif  berupa pencemaran oleh limbah penambangan air tanah, 

air sungai dan air laut, polusi solar, tanaman rusak, pH tanah menjadi tidak 

sesuai dengan peruntukkannya, bahkan tanah di sekitar menjadi tandus. 

Dampak sosial berupa: droup-out, judi, miras, pelacuran, narkotika, 

keselamatan dan kesehatan kerja, konflik pengabaian hukum, dan kolong-

kolong menjadi sarang nyamuk. Dampak negatif ini terjadi akibat 

kurangnya pemahaman terkait dengan  kehidupan yang wajar dan sehat. 

Hal ini akibat pendidikan yang rendah. Ditambah lagi di sekitar ini 

masyarakat mudah mendapatkan uang. 

2. Faktor-faktor yang menghambat dan/atau mempengaruhi upaya 

pengawasan preventif dalam penanggulangan masalah pertambangan 

tanpa izin kegiatan tambang inkonvensional di Kabupaten Bangka Tengah 

adalah: 

a. Faktor sosial ekonomi masyarakat terdiri dari: 

- Pendidikan masyarakat yang masih rendah, sehingga mempengaruhi 

pola pikir yang masih sempit; 

- pendapatan / gaji yang besar bila mereka bekerja sebagai penambang 

timah; 
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- Kurangnya pengawasan terhadap kegiatan pertambangan milik rakyat 

tanpa izin. Para pihak yang mempunyai wewenang untuk melakukan 

pengawasan (dalam hal ini pihak yang mempunyai wewenang untuk 

melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan milik rakyat 

tanpa izin adalah pihak kepolisisan); 

- Peralatan untuk melakukan kegiatan pertambangan timah yang mudah 

didapat. Kegiatan penambangan timah milik rakyat ini hanya 

memerlukan peralatan mekanis yang sederhana sifatnya yang mudah 

didapat, yang biasa hanya bermodalkan antara 10 sampai dengan lima 

belas juta rupiah; 

b. Tumpang tindihnya undang-undang dan peraturan lainnya. 

Ketidaksinkronan dalam menetapkan perizinan dan tumpang tindih 

kewenangan diantara instansi pemberi izin (Dinas Pertambangan dan 

Energi dengan Dinas Perindustrian di tingkat Kabupaten/Kota); 

c. Ketidak jelasan batas kawasan hutan yang boleh di jadikan areal 

penambang.  

3. Upaya penanggulangan kerusakan lingkungan diantaranya: 

a. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang 

pertambangan pada masyarakat. Sosialisasi disampaikan dengan 

bahasa yang sederhana, mudah dimengerti dan dipahami oleh 

masyarakat setempat sehingga hal-hal yang diamanatkan oleh 

ketentuan tersebut dapat diterima oleh masyarakat.  

b. Mengadakan pendidikan pelatihan mengenai usaha pertambangan yang 

baik dan benar (good minning practice), Materi pendidikan dan 
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pelatihan berkaitan dengan pengetahuan hukum mengenai 

permasalahan lingkungan kepada aparat penegak hukum dan aparat 

administratif lingkungan.  

c. Koordinasi dengan instansi terkait secara berkala yang dilakukan lewat 

pengawasan kegiatan PETI (Pertambangan Tanpa Izin); 

d. Pengawasan dan penertiban terhadap tambang-tambang timah tanpa 

izin yang merusak lingkungan. Pengawasan secara sektoral dilakukan 

oleh Dinas Pertambangan dan Energi dan Dinas Lingkungan Hidup 

dengan cara: 

- Mengendalikan pendataan bagi Tambang Inkonvensional yang 

berada di wilayah Kabupaten Bangka Tengah; 

- Mengadakan inventarisasi dan pembinaan serta penyuluhan 

terhadap perusahaan industri yang mempunyai dampak pencemaran 

lingkungan hidup; 

- Mengikutsertakan para karyawan perusahaan industri dalam 

pendidikan dan kursus-kursus yang berkaitan dengan usaha-usaha 

pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup; 

- Mengadakan pembinaan dan penyuluhan secara terus menerus agar 

penambangan timah sadar dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang 

telah ditetapkan; 

- Melakukan pengevaluasian terhadap hasil limbah industri.   

 Upaya yang bersifat pemberantasan terhadap kegiatan tambang 

timah yang beroperasi tanpa izin dilakukan oleh pihak kepolisisan, 

berupa pengawasan dan penertiban terhadap tambang-tambang timah 
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tanpa izin yang merusak lingkungan, serta pemberian sanksi bagi 

pelanggar yang telah melakukan kegiatan pertambangan timah tanpa 

izin. 

e. Pemberian sanksi administratif dan/atau pidana terhadap pelaku 

kegiatan PETI; 

f. Upaya rehabilitasi dilakukan melalui penghijauan terhadap bekas lahan 

yang rusak akibat kegiatan pertambangan timah. Hal ini dilakukan 

bekerja sama dengan instansi-instansi atau pihak-pihak lain. 

 

B. Saran 

       Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah 

pertambangan timah yang merusak lingkungan ini adalah: 

1. Perlu pengawasan preventif secara ketat dan tegas yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah kabupaten  Bangka Tengah. Hal ini dapat dilakukan 

melalui perbaikan dan penetapan kebijakan mengenai pertambangan yang 

disosialisasikan ke masyarakat umum, terutama pada para pemilik 

Tambang Inkonvensional. Bila tidak ada respon positif, baru dilakukan 

tindakan  tegas, berupa penertiban untuk dikenai sanksi hukum; 

2. Untuk mengurangi faktor-faktor yang dapat menghambat pengawasan 

preventif, perlu dilakukan a) pembinaan dan sosialisasi peraturan kepada: 

masyarakat dan penambang timah yang disajikan dengan bahasa yang 

sederhana yang mudah dimengerti dan mudah dipahami sehingga hal-hal 

yang diamanatkan oleh ketentuan tersebut dapat diterima dengan baik; 
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3. Upaya mengatasi dampak yang terjadi akibat penambangan 

Inkonvensional dapat dilakukan secara preventif maupun  represif, berupa 

kewajiban bagi setiap orang yang akan menjalankan suatu usaha atau 

kegiatan (pemrakarsa) untuk terlebih dahulu memiliki dokumen 

AMDAL/Izin, dan penerapan instrumen hukum administrasi, hukum 

perdata dan hukum pidana. Hal terbaik yang harus dilakukan pemerintah 

daerah Kabupaten Bangka Tengah adalah memperketat pengawasan 

terhadap keluarnya izin dan/atau dokumen AMDAL, sebagai ujung 

tombak dari penegakan hukum lingkungan  hidup. 
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